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ABSTRAK

Malam pembukaan UUD 1945, dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah uniuk
mencapal masyarakat yang adil dan makmur, Salah satu upaya pemerintah untuk membiayai
pembangunan nasional adalah dengan fokus pada penerimaan dari sektor pajak. Agar
penerimazn dari scktor pajak dapal maksimal, diperlukan kesadaran dan pemahaman yang
memadei dari wajib pajak tentang perpajakan, Oleh karena i dilakukan penefitzn yang
bertujuan menguji pemahaman masyarakat Kotz Solok terhadap  peraturan pelaksanaan
kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman divkur dengan mengounakan media kuesioner yang
terdiri darf 30 pertanyaan dan dilakukan kepada 43 orang wajib pajak PPh orang pribadi di Kota
Solok dengen kriteria wajib pajak vang mempunyai NPWF dan berpenghasilan diatas PTEP per
tshunnya, Variabel yang diukur adalah pemazhaman terhadap pengetahuan vmum PPh, prosedur
pelaksanaan kewajiban wajib pajak dan pelaksanaan pembayaran PPh Setelah dilakukan
penelitian, dipereleh hasil bahwa wajib pajak PPh orang pribadi di Kota Solok tergolong paham
dengan skor tingkat pemahaman 69%. Sementera 31 % lainnya dikategorikan kurang paham

karcna hanya mampu menjawab benar kurang dari 30% pertanyaan
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

D dalam permbukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinvatakan bahwa tujuan
pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suaty masyarakat vang adil dan
makmur. Unwk melaksspakan  pembangunan gunz  mencapai  tujuan  tersebut
dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Pada awalnva, sebagian besar dana terschut
berasal dari pencrimzan pemerintah dari hasil penjualan minvak bumi dan gas
fmigas). Mamun dengan lerjadinya resesi dunia dan situasi moneter internasional
vang tidak menguntungkan serta merosotnya harpa minyak dunia pada pertengahan
tahun &0-an telah menyebabkan berkurangnya kontribusi migas dalam penerimaan
negara. Terjadinya situasi inl. membuat pemerintah sadar bahwa penerimasn negara
tidak hisa lagi sepenuhnya digantungkan pada scktor migas ini. Pemerintah harus
sepera mencari alternatif lain untuk tetap dapat melanjutkan pembangunan.

Salah satu langkah yang diambil pemerintah pada sast jtu adalah mengubah
arah kebijakan pembangunan dengan memfokuskan perhatisn pada pensrimaan
negara dari sektor pajak. Oleh karena iu, pada tahun 1933 pemerintzh melakukan
perakan Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSP}, yakni dengan melakukan
perembakan secara total pada peraturan-peraturan dibidang perpajakan.

Pajak adalah juran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung yang digunakan untuk

membiayai pengeluaran  pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan



umum. Dari pengertian pajak terscbut tergambar babwa salsh satu fungsi pajak vait
sebagai sumber penerimaan bagi negars.

Saat ini, bagi Indonesia, penerimaan dari sektor pajak merupakan salah sate
andalan utama disamping penerimaan dari sektor migas. Namun, fungsi dan peranan
pajak sebagai salah satu sumber panerimaan negara vang utama di Indonesia untuk
heberapa tahun kedepan akan semakin berat. Hal ini discbabkan karena proses
pemulihan ekonomi dan stabilitas sosisl pelitik vang sedang dilakukan di Indonesia
pada saat ini akan mempengarohi perkembangan esaha dan investasi, kesempatan
kerja, produksi serta distnibusi barang dan jasa vang selanjutnya akan berpengaruh
pada penghasilan dan daya bel masyarakal secara keseluruban serta pada akhimya
akan berpengaruh pada penerimaan negara dari sektor pajak, Oleh karena itu, untuk
meningkatkan fungsi dan  perapannya dalam  rangka mendukung  kebijakan
pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi, maka pada tahun 2000
pemerintah  melakukan perubahan terhadap beberaps undang-undang dibidang
prrpajakan,

Salah satu dari undang-undang vang diubab tersebut adalah Undang-Undang
UL MNe. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga ULN No. 6 tshun 1983 tentang
Ketentean Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Ne, 17 tahun 2000
tentang Pajak Penghasilan vang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang
Mo, 7 tahun 1983, Perubahan undang-undang terscbut tetap berpepany pada prinsip-
prinsip perpajakan vang dianut secarz universal yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi
administrasi dan preduktifitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem

self assessment, Pemberlakuan Undang-Undang Mo, 28 Tehun 2007 dan No. 17 tahun
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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilaksanakan di Keta Solok. dengan mengambil sampel
sebanvak 43 wajib pajak PPh orang pribadi vang mempunyai NEWEP (Nomoar Pokok
Wajib Pajak) dan penghasilannya per tahun diatas PTEP, Data ini diperoleh dari
wajib pajak yang mengisi kuestoner. Sampel diperoleh dengan mencari informasi
kepada masyarakat yang mempunyai NPWP dengan mendatangi Kantor Pelayanan
Pajak (KPP Solok, mendatangi rumah stau tempat bekerja wajib pajak, dan mefalui
bantuan pihak ketiga. Variabel dalam penelitian ini adalah pemahaman tentang
pengetahuan wmum wajib pajak terhadap pajak penghasilan, pemahaman terhadap
prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak don pemahaman terhadap prosedur
pembayaran pajak penghasilan.

Setelah data diolah, diperoleh hasil wajik pajak PPh orang pribadi di wilayah
Kota Solok tergolong pabam terhadap peraturen pelsksznaan kewajiban perpajakan
dengan tingkat pemahaman sebesar 69,31%, Namun angka ini dinilai masih rendah
karcna hanva melebihi sedikit nilai tengah skor terbesar 50%, Seclain itw diantara
ketiga variabel yang diteliti terdapat perbedaan tingkat pemshaman wajib pajak
terhadap masing-masing variabel, Dimana tingkst pemahaman wajib pajak tentang
prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak lebib baik daripada tingkat pemahaman
terhadap prosedur pelaksanasn PPh vaitu sebesar 91,08%. Sedangkan pemahaman

terhadap pengetahuan umum PPh paling rendah yaitu hanya sehesar 64,04%.
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